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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan kinerja keuangan

pemerintah daerah kota Kupang dan Kabupaten Kupang Tahun 2013-2015 yang diukur dari

rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan Efisiensi PAD, Rasio

Keserasian Belanja dan Rasio Desentralisasi . hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang ada dalam kinerja keuangan Pemerintah

Daerah Kota Kupang dan Kabupaten  dalam aspek Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas,

Keserasian Belanja modal dan Desentralisasi.

6.1 Rasio Kemandirian dari Kabupaten Kupang dan Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-

2015 masih tergolong rendah atau belum Mandiri. karena peran Pemerintah Pusat masih

sangat tinggi dalam menunjang perekonomian daerah.

6.2 Rasio  Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang Tahun

Anggaran 2013-2015  tergolong Efektif. karena realisasi penerimaan pajak dan retribusi

daerah mencapai target yang telah ditetapkan.

6.3 Rasio Efesiensi PAD Kabupaten Kupang dan Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015

tergolong sangat efesien karena realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah lebih

besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak dan retribusi daerah.

6.4 Rasio keserasian Belanja Pemerintah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang  Tahun 2013-

2015 Ekonomis karena kinerja keuangannya Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

Kupang sudah baik dalam merealisasikan atau menggunakan dana yang sudah ada .

6.5 Rasio Desentralisasi Kabupaten Kupang dan Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015

dikategorikan sangat kurang  karena PAD memiliki kemampuan yang sangat kurang

dalam membiayai pembangunan daerah.
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6.2 Saran

6.1 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan analisis laporan keuangan

lainnya sebagai alat penilaian kinerja keuangan seperti analisis varians, analisis

pertumbuhan (trend), analisis regresi, analisis prediksi dan analisis keuangan lainnya.

6.2 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi kasus dengan obyek dan rentang

waktu penelitian yang berbeda agar dapat diperoleh hasil yang lebih luas tentang

perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah.

6.3 Bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota diharapkan dapat meningkatkan kinerja

keuangan dengan cara pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pemungutan

pendapatan asli daerah secara intensif dan aktif, mengoptimalkan sumber daya alam dan

sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan kemandirian daerah dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
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